
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Penerapan Sanksi  

Seorang filosof Yunani,Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah 

zoon politicon, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup 

bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah 

masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan 

antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun 

tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara 

manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama 

dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan1.  

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan 

kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang 

mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang 

bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (Rust en Orde). 

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan 

hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan 

hukum berarti tertib sosial2. 

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya 

terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu 

“Alkas”, bahasa Jerman disebut sebagai “Recht”, bahasa Yunani yaitu “Ius”, 
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2ibid, h. 41 



sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “Droit”. Kesemuanya itu mempunyai 

arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan 

memerintah3. 

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang 

berjudul Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan 

himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang 

mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnyalah ditaati oleh 

anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat 

menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu4. 

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan 

atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat 

dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. 

Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum 

mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar 

atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita5. 

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya 

hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang 

mengatur, terdapat larangan-larangan.Apabila suatu larangan tersebut 

dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat 

memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap 

peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai 

akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu 
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5 R. Soeroso, op. cit., h. 27. 



penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang 

bersangkutan tidak menghendakinya.  

Menurut Black’s Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah “a penalty or 

coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order 

(a sanction for discovery abuse)” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa 

yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang6. 

Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang 

menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, 

perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai 

hukuman kepada suatu negara;Hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan 

atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yg berupa 

hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum.7 

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku 

manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial 

mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa 

memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu 

tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan 

sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan 

sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.  

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif 

masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu 

masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu 

bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan 
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Pustaka, Jakarta, h. 191. 
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Fustaka, Jakarta, h. 1265. 



hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah 

laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk 

menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal 

tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, 

walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya8. 

B. Aparatur Sipil Negara (ASN) 

ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai 

Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASNsecara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai 

ASN terdiri atas : 

a. PNS, yang merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai 

secaranasional; 

b. PPPK, merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan 

perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan 

kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang 

c. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara. 

d. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan 
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Instansi Pemerintah. 

Pegawai ASN memeliki fungsi sebagai pegawai Negri Sipil berfungsi 

sebagai: 

a. pelaksana kebijakan publik. 

b. pelayanan publik dan 

c. perekat dan pemersatu bangsa. 

Pegawai ASN merupakan pegawai yang diamanatkan oleh Undang-undang 

No. 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara selain sebagai peaksana dari 

sebuah kebijakan dan pelayan publik namun pegawai ASN pun harus sebagai 

perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas: 

a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; 

c. mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pegawai ASN mempunyai 

keajiban melaksanakan kebijakan public yang teah ada sesuai dengan tugas 

pejabat ditempatkan, namun profsional dan kualitas kerja harus dimilki oleh 

pegawai ASN. 

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional 

melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas 

dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Berdasarkan peran yang ada didalam pegawai ASN yaitu sebagai 

perencana, pelaksana, dan pengawas dari pelaksana kebijakan dan pelayanan 

publik sesuai dengan tupoksi jabatan atau tempat kerja yang di tempati maka 

pegawai ASN didorong harus memiliki integritas yang tinggi dalam 



menjalankan  tugasnya. Jabatan ASN terdiri atas: 

 

a. Jabatan Administrasi 

Jabatan administrator Bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh 

kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. Jabatan pengawas Bertanggung jawab mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Jabatan 

pelaksana Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

b. Jabatan Fungsional;  

Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatanfungsional keahlian 

dan jabatan fungsional keterampilan.  

Jabatan fungsional keahlian terdiri atas: 

1) ahli utama;  

2) ahli madya;  

3) ahli muda; dan  

4) ahlipertama. 

Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas: 

1) penyelia;  

2) mahir;  

3) terampil; dan;  

4) pemula 

c. Jabatan Pimpinan Tinggi; 

Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: 

1) Jabatan Pimpinan TinggiUtama; 



2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan;  

3) Jabatan Pimpinan TinggiPratama. 

UU No. 05 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara didalamnya 

terapat pegawai Negri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK), diantara keduanya terdapat persamaan dan 

perbedaan didalam hak dan kewajibannya, berikut ini hak dan kewajiban 

antara PNS dan PPPK :PNS berhak memperoleh:a. gaji, tunjangan, dan 

fasilitas; b.cuti;Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;perlindungan. 

PPPK berhak memperoleh: a.gaji dan tunjangan;b.cuti; c.perlindungan; 

dand.pengembangan kompetensi 

Kewajiban Pegawai ASN: 

a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

pemerintah yang sah; 

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 

berwenang; 

d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan tanggung jawab; 

f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan 

dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar 

kedinasan; 

g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



 bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

UU No. 05 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terdapat dua 

status pegawai didalamnya yaitu adanya Pegawai Negri Sipil (PNS) dan 

adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disebut 

(PPPK) dari dua status pegawai ini tidak terdapat perbedaan yang yang 

banyak, didalam Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

bias menduduki Jabatan Struktural pada Umumnya sepeti yang diduki 

oleh Pegawai Negri Sipil (PNS) namun ada hak yang berbeda dari 

keduanya, yaitu apabila di pegawai yang berstatus Pegawai Negri Sipil 

(PNS) berhak untuk mendapatkan tunjangan pension sedangkan 

didalam Pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian kerja (PPPK) tidak berhak menerimanya. 

C. Dasar Hukum dalam penerapan sanksi terhadap Pelanggaran Disiplin 

Pegawai NegeriSipil 

Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai 

negeri sipil berisi mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi berupa 

hukuman disiplin bagi pegwai negeri sipil yang tidak melakukan kewajiban 

serta melanggar larangan yang telah diatur dalam peraturan tersebut. 

Adapun kewajiban tersebut termuat dalam Pasal 3, Peraturan Pemerintah 

No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi 

sebagai berikut : 

a. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 

b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 

c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 



Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Pemerintah; 

d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. Melaksakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh 

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 

f. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 

g. Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, 

seseorang, dan/atau golongan; 

h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 

harus dirahasiakan; 

i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 

negara; 

j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal 

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama 

dibidang keamanan, keuangan, dan materiil; 

k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 

l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 

m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan 

sebaik-baiknya; 

n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 

o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 

p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; 

dan 

q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;9 
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Mengenai larangan Pegawai Negeri Sipil termuat dalam Pasal 4, Peraturan 

Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang 

berbunyi sebagai berikut : 

a. Menyalahgunakan wewenang; 

b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi 

dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 

c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain 

dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 

d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya 

masyarakat asing; 

e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, 

dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 

f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau 

orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjannya dengan tujuan 

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan negara; 

g. Memberi atau menyanggupi akan member sesuatu kepada siapapun baik 

secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat 

dalam jabatan; 

h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang 

berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 

i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 

j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat 

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga 



mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 

k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 

l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakiran 

Rakyat Daerah dengan cara: 

1) Ikut serta sebagai pelaksanakampanye; 

2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan partai atribut partai atau 

atribut PNS; 

3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau 

4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 

m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengn cara: 

1) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;dan/atau 

2) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, 

atau pemberianbarangkepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota 

keluarga, dan masyarakat; 

3) Memberikan dukungan kepada calon anggota Dean Perwakilan Daerah atau 

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat 

dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan 

Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan 

n. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

dengan cara: 

1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala 



Daerah/Wakil Kepala Daerah; 

2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan 

kampanye; 

3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 

4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah 

masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau 

pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjannya, anggota 

keluarga, dan masyarakat;10 

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik 

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman 

terhadap pelanggaran disiplin bagi pegawai negeri sipil yang tidak 

melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang, dianggap 

telah melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dan harus 

mendapatkan sanksi melalui hukuman disiplin sesuai dengan tingkat 

kesalahannyaberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. 

Penerapan peraturan pemerintah terhadap pelanggaran disiplin yang 

dilakukan oleh pegawai negeri sipil secara umum diberlakukannya sanksi 

ataupun hukuman. 

Wursanto dalam bukunya “Manajemen Kepegawaian 2” (1989:108), 

beberapa pengertian yang berhubungan dengan peraturan disiplin Pegawai 

Negeri Sipil antaralain: 
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a. Peraturan Disiplin 

Peraturan disiplin pegawai negeri mengatur kewajiban, larangan, dan 

sanksi apabila Pegawai Negeri Sipil tidak menjalankan kewajiban atau 

melanggarperaturan. 

b. Pelanggaran Disiplin 

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau, perbuatan 

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam 

kerja. 

 

c. Hukuman Disiplin 

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai 

Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.11 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah N0. 53 Tahun 2010 Pasal 7, Tingkat 

dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut : 

a. Tingkat hukuman disiplin yang terdiri dari: 

1) hukuman disiplinringan; 

2) hukuman disiplin sedang; 

3) hukuman disiplin berat; 

b. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: 

1) teguran lisan; 

2) teguran tertulis; dan 

3) pernyataan tidak puas secara tertulis; 

c. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:penundaan kenaikan gaji berkala 

                                                           
11 IG. Wursanto. Manajemen Kepegawaian 2. Kanisius. Surabaya. 1988. Hal 108 



selama 1 (satu)tahun; 

1) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;dan 

2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)tahun. 

d. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: 

1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 

2) pemindahandalamrangkapenurunan jabatan setingkat lebih rendah; 

3) pembebasan dari jabatan; 

4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; 

5) pemberhentiantidakdenganhormat sebagai PNS.12 

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri 

sipil merupakan pedoman ataupun peraturan kedisiplinan yang dijadikan 

landasan penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil. Dasar hukum ataupun 

peraturan-peraturan pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut 

diharapkan dapat memberikan dorongan Pegawai Negeri Sipil agar bisa 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

Adapun Surat Edaran Pelaksanaan Apel Pagi/Sore: 800/1510/ortata yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai 

pedoman dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan apel pagi/sore sebagai 

wujud dari peningkatan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

 

 

D. Pejabat yang berwenang untuk memberikan Hukuman Disiplin 

Pegawai NegeriSipil 

                                                           
12 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Pasal 7 



Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 sebagaimana 

diatur dalam Pasal 15. Dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman 

disiplin adalah sebagai berikut: 

a. Presiden, untuk jenis hukuman disiplin: 

1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat 

Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c keatas. 

2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan 

ruang IV/c keatas. 

3) Pembebasan dari jabatan bagi pegawai negeri sipil yang memangku 

jabatan struktural eselon I, atau jabatan lain yang wewenang 

pengangkatan dan pemberhentian berada di tangan Presiden. 

b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat di 

lingkungannya masing-masing dan untuk Pegawai pada Pelaksana BPK 

adalah Sekretaris Jendral, kecuali jenis hukuman disiplin: 

1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan 

ruang IV/c keatas. 

2) Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang 

wewenang pengangkatan serta pemberhentian berada di tangan Presiden. 

c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, untuk semua Pegawai 



Negeri Sipil Daerah di lingkungan masing-masing, kecuali jenis hukuman 

disiplin: 

1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan 

ruang IV/c keatas. 

2) Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang 

wewenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di tangan 

Presiden. 

3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota, untuk 

semua Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkunganmasing-masing, 

kecuali jenis hukuman disiplin: 

4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

Pegawai Negeri Sipil. 

5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang 

berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas atau 

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan yang wewenang 

pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden. 

d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi Pegawai Negeri 

Sipil Republik Indonesia yang dipekerjakan pada Perwakilan Repubik 

Indonesia diluar negeri, diperbantukan atau dipekerjakan pada Negara 

Sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri , sepanjang 

mengenai jenis hukuman disiplinberupa: 

1) Teguran Lisan 

2) Teguran tertulis 



3) Pernyataan tidak puas secaratertulis 

4) Pembebasan darijabatan13 

1. Pemanggilan dan Pemeriksaan PelanggaranDisiplin 

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, tata cara 

pemanggilan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga 

melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu : 

a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis 

oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. 

b. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin 

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. 

c. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak 

hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada 

pemanggilanpertama. 

d. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS 

yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang 

menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan 

keterangan yang ada tanpa dilakukanpemeriksan.14 

Pemeriksaanterhadap PegawaiNegeriSipil yangmelakukan pelanggaran 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 24, yaitu: 

a. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib 

memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran 
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disiplin. 

b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup 

dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. 

c. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut 

merupakan kewenangan: 

1) Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib 

menjatuhkan hukumandisiplin. 

2) Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib 

melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.15 

Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil : 

a. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa. 

b. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan 

langsung, unsure pengawasan, dan unsure kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk. 

c. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.16 

Pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang 

menghukum. Untuk mempercepat proses pemeriksaan, maka pejabat yang 

berwenang dapat memerintahkan pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan itu 

dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan melakukan pemeriksaan 
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itu tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah dari Pegawai 

Negeri Sipil yang diperiksa. 
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